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a. bahva tarif Pajak Radio yang diatur dalan Peraturan Daerah

[abupaten Daerah finlkat II Bantaeng Honor 31/PD/DPRD/1995 tentang

Pajak Rariio tidak sesuai lagi dengan Perkenbangan keadaan sekarang

ini, naha untuk itu perlu tlitinjau kenbali dengan nenetapkan Tarif

Pajak Radio yang baru'1

b. bahva untuk nenenuhi naksud tersebut pada huruf a diatas perlu

ditetapkan keubali dalan suatu Peraturan Daerah Induk yang baru.

1. Undang-undang l{onor 11 Drt lahun 195? tentang Peratutan Uuun Pajah

Daerah {Lenbaran !{egara ?ahun 195? Nonor 55, Tanbahan Leubaran

llegara Nonor 128?) ;

2. Undang-undang t{onor 29 Tahun 1959 tentang Penbentukan Daerah-Daerah

Tingkat II di Sularesi {tenbaran l{egara Tahun 1959 l{onor 71, Tanba-

han Lenbaran Negara llouor 18??) i

3. Undang-undang t{ouor l0 Tahun 1958 tentang Penyerahan Pajak-pajak

l{egara, Bea Balik l{ana l(endaraan Beraotor Pajak Bangsa Asing dan

Pajak Radio kepada Daerah {Lenbaran Negara Tahun 1958 lfonor 51'

Tanbahan Lenbaran l{egara ltonor 2851) ;

4. Undang-undang l{onor 5 Tahun 19?4 tentang Pokok-pokok Penerintahan

di Daerah ttenbaran Negara Tahun 19?{ Nonor 38, Tanbahan Lenbaran

Negara Nonor 3017) ;

5. Peraturan ,.,,
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5. peraturan penerintah Nonor 5 Tahun 1.969 tentang Pelaksanaan Undang-

undang l{opor L0 Tahun 1968 {Le,nbaran l{egara Tahun 1969 Honor 69,

Tanbahan tembaran Hegara Hoaor 2883) ;

6. Keputusan l{enteri Dalan !{egeri Honor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

?. Surat Keputusan l,{enteri (ehakinan RI llonor l{.04,Pn.0?.03 Tahun 1984

tentang ilevenang Penyidik Pegauai llegeri Sipil ;
8. peraturan Daerah Kabupaten Daerah lingkat II Bantaeng llonor 1 Tahun

ig90 tentang Fenyidik Pegavai Negeri Sipil (PPHS) di Lingkungan

Penerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng'

Dengan persetujuan Devan Pervakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tinghat II

,.Bantaeng.

. HEHUTUSKAII

l{enetapkan : PERATURII{ DAERAH KABUPATEI{ DAERAH TII{SKAT II BAHTIEIIG TEIITING PAJAK

RADIO.

BAB i
KSTEI{TUAI{ UI{Uil

Pasai 1

Dalan Peraturan Daerah ini yang dinaksud dengan I

a. Daerah adalah (abupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

b. Penerintah Daerah adalah Penerintah Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat

ii Bantaeng ;

c. Bupati Kepaia Daerah adalah Eupati Kepala Daerah Tingkat iI
Banteng ;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah

Tingkat II Bantaeng ;

e. Canat adalah Kepala flilayah Kecarratan I

f. Pesarat Radio adalah Segala alat yang diqunakan untuk nenerinah

gelonbang radio.

g. Surat
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Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya di singkat SI(P adalah Surat

Ketetapan Paiak yang diterbitkan karena jabatan ;

Surat. Tagihan Pajak yang selanjutnya di singkat STp adalah Surat

untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau saksi berupa denda

adninistrasi;

i(as Daerah adalah Kas Penerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Eantaeng ;

BAB Ii
HAHA, flItAYAH DAH OBYEK PAJAI(

Pasal 2

Dengan nana nPajak Radioil Cipungut pajak kepada setiap pernitik

pesavat penerina radio di Daerah ;

0byek Paiak adalah Setiap Pesayat Raaio.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah I

a. Yang dipakai oleh dan untuk kepentingan 'Javatan/Dinas yang

bervajib menyelenggarakan Pengasasan siaran dan atau nenyediakan

Radio Umun dalaro Daerah Kabupaten Bantaeng ;

b. Yang dipakai oleh Istansi Angkatan Bersenjata karena untuk

kepentingan Kesatuan yang bersangkutan ;

c, Yang ternasuk barang dagangan nilik pedagang Radio ;
d, Yang berada dalan keadaan rusak dan atau tidak riigunakan, dan

oleh karena itu disegel sesuai ketentuan yang berlaku.

Carnat atau Pejabat lain yanE ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah

vajib menasang segel yang dina*sud pada pasal 3 ayat {1) sub d

d iatas

Penilik pesavat Radio yang pesarratnya berada dalan keadaan rusak

danlatau tidak digunakan lagi, dicajibkan menbava Radio tersebut

kekantor Camat dan/atau Instansi yang bervenang I

h,

T,

{1)

(21

(i)

t)1

(3)

{ 4) I(epada
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{4} Kepada Penilik Pesacal Radio yang bersangkutan, diberikan surat

Keterangan oleh canat danlatau Fejabat yang bervenang sebagai dasar

penberian Bebas Pajak.

BAB III
rAJIB PAJAK

Pasal 4

flajib Pajak adalah 0rang atau Badan yang uenggunakan Pesav.at Radio;

Kepada flaiib Pajak yang nulai nenjadi flajib Pajak, sebagian dari

sebulan yang nelebihi 10 hari dihitung sebulan penuh ;

Surat Ketetapan Pajak atau SKP diterbitkan oleh Dinas Pendapatan

Daerah
, BAE IV

BESARNYA PAJAi( DAii TATA CARA PEI{BAYARAH

Pasa1 5

Besarnya Pajak tiap-tiap Pesarat Railio adalah sebagai berikut :

a. 1 s/d 2 Band RP. 150 / bulan

b. 3 Band keatas RP. 250 / bulan

Pasal 5

{1) pajak dibayar sebelum adanya tagihan Pajak yang selanjutnya

disingkat STP.

(?) Hasii Penbayaran Pajak disetor ke Kas Daerah'

BAB V

KETEIITUAII PIDA}IA

Pasal ?

{l} Barang siapa yang nelanggar ketentuan dalan Peraturan Daerah ini

diancan pidana kurungan selana-lananya 5 (enan) bulan atau denda

sebesar-besarnya Rp, 50.000,- (tina puluh ribu rupiah)'

(3)

t2) Tindak Pidana
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{2) Tindak pidana sebaEainana dinaksud ayat {1) pasal ini adalah

Pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN
pasal g

selain oleh pejabat penyidik unun bertugas nenyidik Tindak pidana,
Penyidikan atas Tindak pidana sebagainana yng dinaksud dalan peraturan

Daerah ini dapat Juga dilakukan oleh penyidik pegarai Hegeri sipil di
Lingkungan penerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,

pasal 9

(1) Dalan nelaksanakan Tugas penyidikan, para pejabat sebagainana
dinaksud dalan pasal ? peraturan Daerah ini bervenang :

a' ilenerina laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
Tindak pidana ;

b. ilelakukan ?indakan pertana pada saat itu tritempat kejadian cari
nelakukan peneriksaan ;

c. Menyuruh berhenti sese'rang tersangka dan neneriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

d. Helakukan penyitaan Benda atau Surat ;
e. Uenganbii $idik Jari dan Xenotret Seseorang I
f' Heuanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi I

g' I'lendatangkan 0rang ahli yang diperiukan dalan hubungennya dengan
Peneriksaan perkara 

;

h. l'lengadakan penghentian penyidikan setelah nendapat petunjuk dari
penyidik, bahva tidak terdapat eukup bukti atau peristiva
tersebut bukan merupakan tinrlak pidana dan selanjutnya nelalui
penyidik nenberitahukan ha1 tersebut kepada penuntut unun,
tersangka atau keluarganya ;

i. Hengadakan ...
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i. !{engadakan tindakan 1ain nenurut hukuu yang dapat ilipertanggung

jarabkan.

(2) Penyidik Pegauai t{egeri sipil neubuat berita acara setiap tindakan
tentang :

a. Peneriksaan Lersangka ;

b. Penyitaan Benda ;

c. Penasukan runah I

d. Peneriksaan Surat ;
e, Peneriksaan Saksi ;
f" Peneriksaan ditenpat kejadian dan uengirinkannya kepada

nejaksaan r{eseri }relarui 

Tr:1r ;:l-t
KE?EI{TUAH PER&iIHAI{

PasaI 10

t1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, naka peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng t{onor 31/pD/DpRD/1969 yang

telah diundangkan dalan Lanbaran Daerah l{onor J Tahun 1g?6 seri A

dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belun diatur dalan peraturan Daerah ini sepaniang

nengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

I(epaIa Daerah.

BAB VIII

KETEilTUAH PEI{UTIJP

Pasal ll
Peraturan Daerah ini nulai berlaku pada tanggal diundangkan"

&gar setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahhan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan peneupatannya dalan Lenbaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Ditetapkan



DEflAI{ PERTAKIT}N RAKYAT DAXRAH

KABUPATEH DAERAH TK.II EIflTAEI{$

KETUA
CaP/ttd

aBD, SAHAD HUSTADJAS,BA.
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Drs. H. I'IAPPATOBA

Pangkat : Penbina

NIP :0i0021

DitetapkandiBantaeng
Pada tanggal 2 lgustus 1995.

BUPATI KEPAIA DAERAH

TiIIGKAT iI BAI'ITAEI{G

a#*s
Drs"!-l{,SAlD SAGGAF

Disahkan dengan Surat (eputusan ilenteri Dalan Hegeri

Nonor 9?3.{82.53-594 tanggal 3 $eptenber 1995'

Diundangkan dalan tenbaran Daerah Kabupaten Daerah -

Tingkat II Bantaeng Nonor i5 Tahun 1995 Seri I llo' I

tanggal 25 NoPenber 1995.

kretaris lilaYa

Utasa Huda
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